
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 1546, 2020 KPK. Penyelidik. Penyidik. Tata Cara 

Pengangkatan. Pemberhentian  

 

PERATURAN 

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 8 TAHUN 2020 

TENTANG 

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  

PENYELIDIK DAN PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemberantasan tindak pidana 

korupsi yang berdaya guna dan berhasil guna, Komisi 

Pemberantasan Korupsi perlu mengatur pengelolaan 

penyelidik dan penyidik yang mampu mewujudkan tenaga 

yang profesional, ahli, mumpuni, dan berintegritas moral 

yang tinggi; 

 b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43A ayat (4) dan Pasal 

45A ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tata cara 

pengangkatan dan pemberhentian penyelidik dan penyidik 

Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Peraturan 

Komisi Pemberantasan Korupsi;   
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara 

Pengangkatan dan Pemberhentian Penyelidik dan Penyidik 

Komisi Pemberantasan Korupsi; 

 

Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6409); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang 

Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi 

Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4581) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 

tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi 

Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6043); 

  3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK 

Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi 

Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan 

Korupsi Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 

P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi 
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Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 692); 

  4.  Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi 

Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1303); 

        

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG 

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

PENYELIDIK DAN PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN 

KORUPSI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut 

Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

2. Pimpinan adalah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 
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3. Pegawai adalah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

4. Penyelidik adalah penyelidik pada Komisi Pemberantasan 

Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

5. Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan 

Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

 

BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN JABATAN 

 

Bagian Kesatu 

Penyelidik 

 

Pasal 2 

(1) Penyelidik berkedudukan sebagai pelaksana teknis bidang 

penyelidikan tindak pidana korupsi pada Komisi. 
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(2) Penyelidik bertugas melaksanakan penyelidikan terhadap 

tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang tindak 

pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. 

(3) Penyelidik merupakan jabatan spesialis atau jabatan 

fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Bagian Kedua 

Penyidik 

 

Pasal 3 

(1) Penyidik berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang 

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi pada 

Komisi. 

(2) Penyidik bertugas melaksanakan penyelidikan dan 

penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian 

uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi. 

(3) Penyidik merupakan jabatan spesialis atau jabatan fungsional 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

BAB III 

PERSYARATAN 

 

Bagian Kesatu 

Analisis Kebutuhan 

 

Pasal 4 

Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik dilaksanakan 

berdasarkan analisis kebutuhan pemenuhan Penyelidik dan 

Penyidik pada Komisi. 
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